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ABSTRAK
Analisis Pengaruh Motivasi dan Sosialisasi Membayar Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kota
Mataram)

Sri Arfani
NIM 216120114

Pembimbing utama : Dr. H. Ibrahim Abdullah, M.M
Pembimbing Pendamping : Selva.S.E.M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan
sosialisasi dalam membayar pajak orang pribadi di Kota Mataram. Metode yang
digunakan penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,
dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan membandingkan
data setelah melakukan kegiatan motivasi dan sosialisasi dengan data sebelum
melakukan motivasi dan sosialisasi.

Hasil wawancara dengan pihak kantor menunjukkan bahwa motivasi dan
sosialisasi yang dilakukan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi, dan intinya wajib pajak paham tentang prosedur perpajakan dan mengerti
kewajibannya sebagai wajib pajak. Motivasi dan sosialisasi bagi wajib pajak
orang pribadi sangat penting. Akan tetapi Wajib Pajak juga perlu memiliki
kesadaran dari dalam diri sendiri akan kewajibannya, yang denganitu Wajib Pajak
tidak pernah telat dalam membayar kewajibannya sebagai wajib pajak. Motivasi
dan sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi tidak
terlalu berpengaruh kalau sosialisasi hanya dilakukan di tempat pendidikan seperti
sekolah dan kampus.

Kata kunci: Motivasi, Sosialisasi, Kepatuhan Wajib Pajak.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang dimasyarakat. Pajak
digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk
mewujudkan kemandirian bangsa dan Negara dalam pembiyaan pembangunan
yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan instrumen pemerintah
yang berperan dalam sistem perekonomian karena sumber penerimaan terbesar
negara adalah dari sektor pajak dimana angka realisasi pendapatan Negara sampai
dengan akhir bulan Oktober 2018 telah mencapai Rp. 1.483,86 triliun, dimana
pencapaian tersebut adalah 78,32 % dari target penerimaan pendapatan Negara
dan Hibah pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk
menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu pajak juga digunakan
untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan
suatu Negara. Karena peranannya yang sangat sentral dan penting dalam negara,
hendaknya masyarakat sebagai warga Negara paham tentang pentingnya pajak
dan mengerti bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan
pajak.

Dari data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 Kementrian
Keuangan juga, bisa dilihat bahwa penerimaan pajak dalam negeri yang dapat
dicapai sebesar 83,12 % atau senilai 1.249.499,5 milyar dari anggaran yang sudah

ditetapkan yaitu 1.503.294,7 milyar. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat



Jenderal Pajak pada Tahun 2016 Rasio kepatuhan penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan baru mencapai 60,82 % dari
keseluruhan wajib pajak yang berjumlah 36.446.616 wajib pajak yang terdaftar
terdiri atas 90,66 % adalah wajib pajak orang pribadi, 8,01 % wajib pajak badan
dan sisanya 1,33 % adalah bendahara. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan
masyarakat dalam membayar pajak belum sesuai dari target yang diharapkan.

Dalam  penelitiannya, Fitriani dan Mahardika (2009: 135-149)
mengungkapkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia pada umumnya masih
didominasi oleh badan.Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar,
badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi
kegiatannya dan transparan objek pajaknya, sedangkan pada pemungutan pajak
atas orang pribadi terjadi kesulitan dalam pemantauan dan pendeteksian.Hal ini
dikarenakan tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang secara jelas,
sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi.
Selama beberapa tahun terakhir masalah inti dari perpajakan di Indonesia adalah
penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini
dikarenakan target yang ditetapkan terlalu tinggi.

Direkrtorat Jenderal Pajak perlu usaha dan kerja keras ekstra untuk mencapai
target pencapaian pajak. Pendapatan pajak dalam negeri dalam Rancangan
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara tahun 2019 sebesar Rp.1.737830,9
miliar atau meningkat sebesar 15,4 %. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Surat
Teguran yang harus diterbitkan oleh direktorat jenderal pajak agar wajib pajak

mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain mengeluarkan Surat Teguran,



direktorat jenderal pajak juga memberikan fasilitas pelaporan SPT secara online
melalui e-filing, dengan fasilitas ini wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak
untuk melaporkan kewajiban pajaknya.

Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggali penerimaan
pajak adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Repulik
Indonesia Nomor PMK-91/PMK.03/2015 oleh Menteri Keuangan tentang
pengurangan atau penghapusan sanksi pajak, segala jenis denda atau sanksi atas
keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan pajak (SPT), dan keterlambatan
pembayaran atau penyetoran pajak akan mendapat tindakan khusus untuk periode
Januari 2015 hingga Desember 2015 dengan tujuan agar lebih banyak lagi wajib
pajak yang mau membayar pajak. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib
pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas ini. Hal ini dilatar belakangi oleh
kurangnya kesadaran dari setiap wajib pajak.

Sejak reformasi fiskal pada tahun 1984 dalam pemungutan pajak, negara
memberlakukan self assessment system.Sistem ini mensyaratkan adanya peran
aktif dari setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam
mensukseskan pelaksanaan sistem tersebut. Oleh karena itu, sangat penting
apabila kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari dalam diri individu secara
sukarela. Keberhasilan pelaksanaan self assessment system sangat terkait dengan
karakteristik seorang wajib pajak. Rendahnya penerimaan pajak umumnya
dikarenakan wajib pajak belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan

patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Sosialisasi



perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga
wajib pajak akan paham arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya
meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Demi mencapai target pajak, kini Direktorat Jenderal Pajak akan lebih
berfokus potensi pajak untuk menggali wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan
berita yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan pada awal Januari 2016,
Menteri keuangan mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dari Wajib Pajak
Orang Pribadi secara nominal masih terlalu rendah. Penggalian potensi
penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi ini penting untuk mengurangi
ketergantungan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan.

Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 disepakati
target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618.1 triliun dengan rasio pendapatan
perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (tax ratio) ditargetkan sebesar 11,6
persen. Dari target sebesar Rp1.618,1 triliun tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen)
Pajak diberikan amanat untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp1.424
triliun. Pencapaian target penerimaan perpajakan tersebut diharapkan dapat
sejalan dengan target pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2018 yaitu
sebesar 5,4 persen, dimana target Produk Domestik Bruto ini meningkat
dibanding dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yaitu sebesar 5,07
persen. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Ditjen Pajak dan perlu segera
digali sumber-sumber penerimaan pajak yang ada agar target pajak tersebut dapat
terealisasi tanpa mengganggu momentum pemulihan ekonomi.

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memenuhi



kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan
berkesinambungan  oleh  pemerintah agar target penerimaan  pajak
tercapai.Motivasi dan sosialisasi membayar pajak merupakan faktor dari dalam
diri setiap Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi dan penerimaan pajak Negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan
memilih judul “ Analisis Pengaruh Motivasi Dan Sosialisasi Membayar Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kota Mataram).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Mataram Barat?

2. Bagaimanakah Pengaruh Sosialisasi Membayar Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Mataram Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Mataram Barat.

2. Untuk mengetahui Pengaruh sosialisasi Membayar Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Mataram Barat.



1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan peneitian, penelitian ini diharapkan memiliki
manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada peneliti dan juga
pembaca mengenai Analisis Pengaruh Motivasi Dan Sosialisasi
Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kota
Mataram)
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
peneliti berupa peningkatan wawasan tentang kondisi di masyarakat
dan melatih kemampuan untuk berpikir Kritis terhadap isu-isu yang ada
di masyarakat. Selain itu dengan penelitian ini, peneliti berlatih untuk
menentukan solusi atas masalah-masalah dan tantangan di masa depan
yang terkait dengan perpajakan.
3. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan
kualitas yang berkaitan dengan pengetahuan Analisis Pengaruh
Motivasi Dan Sosialisasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak



Pratama Mataram Barat, Kota Mataram).
4. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi limu

Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan IImu Politik Universitas

Muhammadiyah Mataram.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Wijoyo (2010) berjudul Analisis Faktor-
faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam
Membayar Pajak, dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa
penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, tingkat pemahaman memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ghoni (2012) dengan judul Pengaruh
Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif tidak
signifikan dan pengetahuan berpengaruh secara positif dan signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviantara (2013) yang berjudul Faktor-
faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik, Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pemahaman wajib pajak, manfaat yang dirasakan wajib
pajak, kepercayaan terhadap aparat pajak, sosialisasi pajak memiliki pengaruh
positif dan signifikan.

2.2 Landasan Teori
Penelitian tentang Pengaruh Motivasi Dan Sosialisasi Membayar Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Mataram Barat, Kota Mataram)” membutuhkan teori sebagaiberikut:



2.2.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Adriani dalam Purwono (2009:1) menjelaskan
pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib oleh masyarakat kepada negara dan
mereka wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapatkan kontra
prestasi secara langsung, memiliki sifat memaksa, dan digunakan untuk
membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pemerintahan serta untuk
kemakmuran bersama.

Ada dua fungsi yang dimiliki oleh pajak, fungsi yang pertama adalah
fungsi bud getair (sumber keuangan negara), yang artinya pajak sebagai salah satu
sumber penerimaan pemerintah berfungsi untuk membiayai pengeluaran baik
rutin maupun pembangunan.Fungsi yang ke-dua adalah fungsi regularend
(pengatur), artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta
mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2007:3-4).

Hardiningsih (2011) mengatakan bahwa pengetahuan pajak adalah suatu
proses pengubahan sikap dan tata perilaku seorang wajib pajak atau kelompok
wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan
pelatinan. Bentuk pengubahan tentang pengetahuan pajak untuk masyarakat
tersebut dapat melalui pendidikan formal maupun non formal yang nantinya akan
berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak,
sehingga mengakibatkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak tersebut.

Menurut Supriyanto (2013) tidak selamanya wajib pajak yang memiliki

pengetahuan yang tinggi memiliki kepatuhan pajak yang tinggi pula.Sehingga hal
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itu berdampak pada kepatuhan membayar pajak khususnya pajak bumi dan
bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan tersebut akan patuh melaksanakan
kewajibannya jika yang bersangkutan mengetahui tentang bagaimana tata cara
melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan maupun tata cara
mendapatkan haknya. Sebaliknya wajib pajak akan menghindar dari kewajibannya
jika kurang atau tidak mengetahui tentang bagaimana tata cara perpajakan.
Eriksen dan Fallan dalam Andreas dan Savitri (2015) menyatakan bahwa
pengetahuan tentang hukum pajak diasumsikan penting untuk preferensi dan sikap
terhadap perpajakan.

Berbeda dengan penelitian Supriyanto, penelitian dari Perwira dan
Baridwan (2016) mengatakan bahwa pengetahuan pajak sangat penting dimiliki
oleh masing-masing wajib pajak, karena apabila seseorang memiliki pengetahuan
perpajakan yang tinggi maka wajib pajak akan mengetahui bagaimana cara
melakukan perpajakan dengan benar serta mengetahui manfaat yang didapatkan
wajib pajak tersebut jika membayarkan pajaknya sehingga akan meningkatkan
tingkat kepatuhan wajib pajak (Yusnidar, 2015 dalam Perwira dan Baridwan,
2016). Namun sebaliknya jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang sangat
rendah, maka wajib pajak tidak memahami bagaimana melakukan perpajakan dan
tidak megerti apa manfaat dari pajak (Perwira dan Baridwan, 2016).

Adapun definisi Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut UU No. 42 tahun
2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai pengertian pengusaha kena pajak (PKP)

adalah “Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan
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atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan
Undang-undang ini (UU PPN).”
Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam memungut pajak di
Indonesia menurut Herry (2010:12-13) yaitu:
1. Official Assesment System
Pada sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus atau petugas
pajak melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang nantinya akan diberitahukan
kepada ajib Pajak tentang pajak yang terhutang.
2. Self Assesment System
Sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksakan
kewajiban perpajakannya dengan cara memberi kebebasan untuk menghitung,
memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang kepada negara.
3. Witholding Tax System
Dengan sistem ini pemungutan pajak terhutang dan pemotongan pajak
terhutang dilakukan melalui pihak ketiga.
2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak
Orang Pribadi.
1. Kesadaran Membayar Pajak
Pengertian kesadaran dalam kamus umum Bahasa Indonesia (Badudu dan
Zain, 2001:1196) adalah keinsafan, keadaan sadar, tahu, dan mengerti.Selanjutnya
sadar (kesadaran) didefinisikan sebagai sikap atau perilaku untuk mengetahui atau
mengerti, taat dan patuh kepada peraturan dan perundangan yang

ada, juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti, taat dan patuh
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pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, Widjaya(1984:14)
Kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana Wajib Pajak berada pada tataran
mengerti, tahu, dan memahami pajak itu sendiri yang pada akhirnya diwujudkan
kedalam dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan juga
merupakan kepekaan Wajib Pajak berkaitan dengan aspek perpajakan yang sangat
dipengaruhi oleh persepsinya tersebut terhadap pajak itu.
2. Kewajiban Wajib Pajak
Kewajiban wajib pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan

adalah sebagai berikut (Diana,2013:173, Siti Resmi 2014:22) :

a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

d. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan

e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

g. Kewajiban membuat faktur pajak

h. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, wajib pajak wajib :

1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak,
atau objek yang terutang pajak.

2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
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3) Memberikan keterangan yang diperlukan.

3. Manfaat Uang Pajak
1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Negara dalam

menjalankan tugas rutin dan pembangunan memerlukan biaya. Biaya
tersebut antara lain diperoleh dari
penerimaan pajak.

2. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan. Pengenaan pajak dengan tarif
progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada
golongan yang lebih mampu. Dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke
sektor pemerintah dipergunakan untuk membiayai proyek yang terutama
dinikmati olenh masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti untuk
sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana transportasi, sarana
kesehatan, sarana penghubung, sarana pertahanan/keamanan dan
sebagainya.

3. Pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi. Sebagaimana
telah disebutkan dalam fungsi pajak budgeter, apabila masih ada sisa dari
dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara (rutin),
maka kelebihan tersebut dapat dipakai sebagai Tabungan Pemerintah.

4. Hak Wajib Pajak
Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
adalah sebagai berikut (Siti Resmi,2014: 23):

a. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) SPT.
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b. Mengajukan keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan
kriteria tertentu.

c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT.

d. Membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum
melakukan tindakan pemeriksaan.

e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak.

f. Mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak.

g. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak
atas Surat Keputusan Keberatan.

h. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

I.  Memperoleh pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi.

5. KriteriaWajib Pajak Patuh
Menurut Keputusan Mentri Keuangan No.544/KMK.04/2000,
bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut (Rahayu,
2010:139) :
a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak

dalam 2 tahun terakhir.



15

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,
kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak.

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam
hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi
pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak
yang terutang paling banyak 5%.

Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh
Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan
pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK. 03/2012, mengenai tata
cara penetapan Wajib Pajak dengan riteria tertentu dalam rangka pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah sebagai berikut :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) berarti :
1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga)
Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir
tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria
Tertentu dilakukan tepat waktu.

2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam
tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan

Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November
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tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan
tidak berturut-turut.
3) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun
penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari
sampai November telah disampaikan; dan
4) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada
huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda
pembayaran, berarti keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun
sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan
keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3
(tiga) tahun berturut-turut, berartilaporan keuangan yang dilampirkan dalam
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun
penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
2.2.3 Perundang-Undangan Perpajakan
Dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2),
mengatur : “ Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang .
Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ( Hasil Amandemen ) , termuat
dalam Pasal 23A : “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

keperluan negara diatur dengan Undang-Undang .
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Beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang pajak , yaitu :

1. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Ke 2 atas UU Nomor 6
Tahun1983 tentang Tatacara Perpajakan.

2. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ke 3 atas UU Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

3. Undan-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan ke 2 atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewabh.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atasa Undang-
Undang Nomor 21 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak.

2.2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan pasal 1 angka 11 bahwa pengertian Surat Pemberitahuan
adalah “surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan
kewajiban, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.” Pasal 3
Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan juga menegaskan kewajiban
setiap wajib pajak untuk megisi surat pemberitahuan, yaitu:

1. SPT diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.
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2. Ditulis dengan bahasa Indonesia menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan
mata uang rupiah.

3. Wajib menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral
Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Terdapat tiga fungsi SPT, yaitu bagi pengusaha, PKP, dan pemotong atau
pemungut pajak bagi pengusaha SPT digunakan sebagai sarana untuk melaporkan
mempertanggung- jawabkan perhitungan jumlah pajak terhutang pada masa atau
tahun pajak yang bersangkutan di tempat wajib pajak terdaftar. Bagi PKP SPT
berfungsi sebagai sarana untuk menghitung dan mempertanggungjawabkan
besarnya jumlah PPN dan PPnBM yang terhutang dalam suatu masa pajak yang
kemudian akan dilaporkan ke KPP tempat PKP tersebut terdaftar. Bagi pemotong
atau pemungut pajak, SPT digunakan untuk melaporkan dan mempertanggung-
jawabkan besarnya jumlah pajak yang dipotong atau dipungut dan kemudian
disetorkan kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar (Waluyo, 2011:31-32).

Berdasarkan UU KUP Nomer 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa SPT
dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. SPT Masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk
melaporkan kewajiban perpajakannya dalam suatu masa pajak (satu bulan).
Wajib pajak dapat menggunakan SPT Masa PPN dan PPnBM, SPT Masa PPh
Ps. 15,21,22,23,25,26 dan 4(2).

2. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak
untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dalam suatu tahun pajak (31

Maret untuk WP OP dan 31 April untuk WP Badan). Jenis pajak tersebut
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adalah PPh Ps.21, PPh Badan, PPh badan US$, PPh OP, dan PPh OP

kariyawan.

Gunadi (2010:44) menjelaskan SPT yang telah diisi secara benar dan lengkap
sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya berdasarkan ketentuan dalam
undang-undang perpajakan wajib dilaporkan ke kantor pajak tempat wajib pajak
terdaftar, SPT yang dilaporkan dapat berupa formulir kertas atau dalam bentuk
digital elektronik.

Adapun batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan pasal 3 ayat (3) yang
tertuang dalam Undang-undang KUP nomor 28 tahun 2007 adalah sebagai
berikut:

1. Jenis SPT Masa batas waktu penyampaian paling lambat 20 (dua puluh) hari
setelah akhir masa pajak. Misalnya akhir masa pajak seorang PKP jatuh pada
tanggal 31 April 2014 maka paling lambat PKP tersebut harus melaporkan
SPT nya yaitu 20 hari setelahnya yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2014. Jika
PKP tersebut tidak melaporkan pada tenggang waktu tersebut maka akan
dikenakan sanksi.

2. Jenis SPT tahunan batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah akhir tahun pajak. Akhir tahun pajak untuk WPOP (Wajib Pajak Orang
Pribadi) jatuh pada tanggal 31 Maret 2014, maka DJP memberi kelonggaran
waktu sampai 3 bulan setelahnya yaitu pada Juni 2014, jika dalam jangka
waktu tersebut wajib pajak tidak melaporkan kewajiban perpajakannya maka

akan dikenakan sanksi.
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2.3 Motivasi

Menurut Melayu (2005) Motivasi berasal dari bahasa latin “movere”
yang berarti “dorongan atau penggerak yang menciptakan kegairahan kerja
seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi
dengan segala daya upayanya untuk menciptakan kepuasaan (Mangoting &
Sadijarto, 2013). Apabila motivasi masyarakat tinggi dalam memenuhi
kewajiban pajaknya maka secara tidak langsung pembangunan Indonesia
diharapkan akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tetapi,
jika motivasi masyarakat rendah dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka
diperkirakan perjalanan pembangunan akan terhambat.

Istilah motivasi (motivation) berasal dari bahasa latin yakni “movere”
yang berarti menggerakan (to move), Winardi (2002) menyatakan bahwa
motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya,
diarahkannya dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela (volunteer)
yang diarahkan ke arah tujuan tertentu. Pengertian dasar motivasi adalah
internal organisme baik manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk
berbuat sesuatu.Dalam pengertian ini motivasi berarti pemasok daya
(energizer) untuk bertingkah laku secara terarah (Syah, 1997:136).

Pengertian motivasi dapat pula dinyatakan sebagai proses psikologis
yang terjadi karena interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan pemecahan
persoalan. Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang
manusia yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat

mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif.Hal ini tergantung
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pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang tesebut.Maslow dan Herzberg
(2005) adalah dua tokoh pencetus teori motivasi yang terkenal.Perbedaan
keduanya adalah Maslow menekankan kebutuhan psikologis orang-orang,
sedangkan Herzberg berfokus pada kondisi pekerjaan untuk memenuhi
kebutuhan. Hirarki kebutuhan Maslow dalam Winardi (2002:13) yaitu:

1. Kebutuhan fisiologika, kebutuhan ini sebagai makanan, minuman,
pakaian, perumahan.

2. Kebutuhan akan keamanan seperti keselamatan dan perlindungan
terhadap ancaman fisik dan emosional.

3. Kebutuhan sosial, seperti kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik
dan persahabatan.

4. Kebutuhan akan penghargaan, seperti rasa hormat misalnya harga
diri, otonomi, prestasi dan faktor eksternal dukungan keluarga,
status, pengakuan dan perhatian.

5. Kebutuhan untuk merealisasikan diri, seperti pengembangan dan
pertumbuhan diri serta pemenuhan kebutuhan diri.

Kebutuhan akan penghargaan dalam hirarki kebutuhan Maslow
menegaskan bahwa manusia selalu akan senang mendapatkan penghargaan
dan status yang bergengsi. Oleh karena itu dengan membayar pajak, secara
ekonomi berarti sebenarnya mereka yang membayar pajak telah masuk
dalam jajaran kelompok yang lebih mampu (prestise).Karena sesuai
aturan, sistem dan mekanismenya tidak semua masyarakat tergolong

sebagai pembayar pajak.Di samping itu, pembayar pajak juga sebagai
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bukti kepedulian terhadap sesama.

Masalah inti motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah
bagaimana merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki
kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian
sasaran pembangunan ekonomi di suatu negara. Tujuan teori motivasi
adalah memprediksi perilaku.Perilaku pada dasarnya berorientasi pada
tujuan (goal oriented) dengan kata lain perilaku kita pada umumnya
dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Perilaku
disebabkan atau dipengaruhi oleh upaya manusia untuk mencapai suatu
kondisi hidup tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan masing-
masing model atau obyek yang memotivasi bersifat statik dalam arti
bahwa ia terus-menerus memotivasi sekalipun hal tersebut telah tercapai
(Winardi, 2002:29).

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pemerintah khususnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memotivasi para wajib pajak dengan
memahami kebutuhan-kebutuhan sosial mereka akan pengadaan public
goods and services dan membuat mereka senang serta penting bagi
pelaksanaan pembangunan. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan
sebelumnya mengenai motivasi, pada dasarnya semua memiliki pandangan
yang sama yaitu motivasi merupakan dorongan dari dalam manusia yang
menjadi pangkal seseorang untuk melakukan tindakan.

Identifikasi indikator-indikator Motivasi Membayar Pajak seorang wajib

pajak menurut Ghoni (2012) yaitu sebagai berikut:
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Motivasi Intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak

perlu dirangsang dari luar diantaranya:

a.

Kejujuran wajib pajak, berkaitan dengan self assessment system yang
membutuhkan tingkat kejujuran tinggi dari setiap pajak agar tujuan dari
perpajakan dapat tercapai.

Kesadaran wajib pajak, tingkat kesadaran akan mempengaruhi tingkat
kepatuhan seseorang, semakin tinggi tingkat kesadaranseorang wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula
tingkat kepatuhannya, begitu juga sebaliknya.

Hasrat untuk membayar pajak, kepatuhan akan muncul jika kesadaran
dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari

setiap wajib pajak untuk membayar pajak.

Motivasi Ekstrinsik motif yang menjadi aktif karena adanya rangsangan dari

luar diantaranya.

a.

Dorongan dari aparat pajak, sosialisasi dari aparat pajak sangat diperlukan
agar individu mengetahui dan memahami kegunaan pajak bagi
pembangunan Negara

Lingkungan kerja, teman atau kerabat, interaksi sosial antar individu
mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang dianggap benar
oleh kelompok (mayoritas), jika individu hidup didalam kelompok taat
pajak maka ia juga akan terdorong untuk taat pajak, begitu pula
sebaliknya.

Motivasi merupakan hal yang melatar belakangi seorang individu
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untuk berperilaku. Apabila motivasi wajib pajak tinggi dalam memenuhi
kewajiban pajaknya maka pembangunan di Indonesia akan berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan, namun jika motivasi masyarakat rendah

maka pembangunan akan terhambat.

2.3.1 Teori Kebutuhan Oleh McClelland (1995)

Teori McClelland ini pada prinsipnya menkankan pada tiga kebutuhan:

1. Prestasi yaitu dorongan untuk mengungguli, berprestasi, bergaul untuk
sukses.

2. Kekuasaan vyaitu dorongan kebutuhan untuk membuat orang lain
berperilaku dalam suatu cara yang orang-orang itu tanpa dipaksa tidak
akan berperilaku demikian.

3. Kebutuhan akan pertalian hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang

ramah dan akbar.

Kebutuhan akan prestasi motivasinya sangat kuat untuk berhasil dalam
melakukan sesuatu lebih baik dan efisiensi dari pada yang telah dilakukan.
Prestasi yang membedakan diri mereka dari dosen lain oleh keinginan untuk
menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Kebutuhan akan kekuasaan
merupakan hasrat untuk berpengaruh dan megendalikan orang lain. Kebutuhan
afiliasi adalah hasrat untuk disukai dan diterima dengan baik oleh orang lain.
Pribadi dengan motivasi ini bertujuan untuk memperoleh persahabatan, lebih
menyukai situasi koperatif dari pada situasi kompetitif dan sangat menginginkan

hubungan timbale balik.
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2.3.2 Teori Harapan Vroom
Teori harapan motivasi ini dikembangkan oleh Victor Viroom (1964) dan lebih
dari 50 penelitian telah dilakukan untuk menguji kecocokan teori harapan dan
meramalkan perilaku karyawan. VVroom mendefinisikan motivasi sebagai proses
pengaturan pilihan diantara bentuk-bentuk aktivitas sukarela alternatif. Sebagian
besar perilaku dianggap berada dibawah pengendalian orang lain karenanya
domitvasi Gibson (1997).
Victor Vroom mengembangkan teori harapan motivasi untuk menguji kecocokan
teori harapan dan meramalkan perilaku karyawan meliputi:
1. Pengharapan
Pengharapan berkaitan dengan keyakinan individu mengenai
kemungkinan atau kemungkinan subyektif (subyective probability)
bahwa suatu perilaku tertentu akan diikuti oleh hasil tertentu.
Kemungkinan tersebut berkenaan dengan diberikannya kesempatan
tertentu terjadi karena perilaku yang bersangkutan. Seseorang
mempunyai harapan atau suatu keyakinan bahwa kesempatan
dimana usaha tertentu akan mengarah pada suatu tingkat prestasi
tertentu.
2. Instrumentalitas
Instrumentalitas adalah kadar keyakinan seseorang bahwa suatu
tindakan menuju kepada hasil kedua merupakan persepsi individu
bahwa hasil tingkat pertama akan berhubungan dengan tingkat

kedua.
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3. Valensi
Valensi adalah kekuatan keinginan seseorang untuk mencapai hasil
tertentu dan berkenaan dengan preferensi hasil bagaimana dilihat
oleh individu.Suatu hasil mempunyai valensi positif apabila
disenangi dan memiliki valensi negatif apabila tidak disenangi atau
dihindari.
2.3.3 Tekhnik Memotivasi Diri
Dalam diri manusia terdapat potensi baik yang bersifat positif maupun yang
negatif.Potensi yang positif harus ditumbuh kembangkan dan didorong agar
bermanfaat sedangkan potensi yang negatif harus dihilangkan.
Menurut Bahaudin (2006) ada enam puluh enam potensi diri yang positif untuk
dikembangkan seperti kejujuran, ketaatan, kesetiaan, kesabaran, keinginan,
keikhlasan, kemampuan, kesetiakawanan, dan lain-lain.
Untuk dapat mengembangkan potensi diri tersebut menurut Zaenun (2006) dapat
dilakukan dengan tekhnik memotivasi diri yaitu:

1. Membangun Rasa Percaya Diri

Ada lima langkah yang perlu membangun kepercayaan diri yang pada
gilirannya membangun rasa percaya akan kemampuan diri yang dapat
membangun rasa percaya akan kemampuan diri yang menjadi dasar bagi
motivasi diri seperti menhindari mencari alasan, menggunakan daya imajinasi,
jangan takut mengalami kegagalan, penampilan membentuk kepercyaan diri
dan susunlah catatan sukses yang pernah diraih. Motivasi hanya akan

berkembang berdasarkan harapan. Untuk memotivasi diri seseorang harus
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memiliki harapan kedepan karena itu seseorang harus bertanggung jawab
menciptakan sendiri harapannya. Individu yang penuh motivasi tidak
tergantung atas harapan mereka menjadi kepas kendali atau meminta layanan
orang lain.
2. Disiplin Diri

Disiplin diri berperan aktif dalam membentuk pribadi yang penuh
motivasi mendahulukan tugas penting yang kadang-kadang kurang
menyenangkan sebelum melakukan pekerjaan yang menyenangkan. Orang
yang berkepribadian lemah  mempunyai kesulitan dengan disiplin diri akan
melakukan pekerjaan yang menyenangkan buat mereka dengan melalaikan
tugas yang lebih penting.

3. Latihan Diri

Untuk melakukan sesuatu dengan mngubah perilaku membutuhkan
pelatihan dengan penuh kesabaran sehingga tumbuh kesadaran dari dalam diri
sendiri untuk mengembangkan dan mendorong potensi-potensi diri yang
positif.Sehingga dengan demikian tumbuh kepribadian dan semangat yang
tinggi dalam melakukan aktivitas baik di masyarakat, keluarga maupun
organisasi.

2.4 Sosialisai

Basalamah (2004:196) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan
sosialisasi adalah “suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai,
norma dan pola prilaku yang diharapkan oleh kelompok suatu bentuk transformasi

dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif”.
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Pengertian sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah suatu
upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi,
dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada
khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan
(Puspitasari 2013).

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan
dua cara menurut (Heriyanto dan Toly, 2013) yaitu sebagai berikut.

1. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan
berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk
sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain pendidikan pajak awal,
pajak ke sekolah atau pajak ke kampus,klinik pajak, seminar, workshop,
perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan
artikel.

2. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada
masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.Bentuk-
bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya.Dengan
media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan
dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan,
rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komikpajak.

2.4.1 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Setelah mengetahui makna sosialisasi pajak kita dapat mengukur sosialisasi
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perpajakan dengan indikator :

1. Tata cara sosialisasi
Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus sesuai dengan peraturan pajak
yang berlaku
2. Frekuensi sosialisasi
Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tata
cara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan.

3. Kejelasan sosialisasi pajak
Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan semua
informasi kedalam wajib pajak.

4. Pengetahuan perpajakan
Sosialisasi perpajakan yang diadakan bertujuan memberikan informasi
kepada wajib pajak.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Pendekatan Sosialisasi Perpajakan

a. Kegiatan (event)
Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-
aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan
kesadaran masyarakat akan membayar pajak pada momen-momen
tertentu. Misalnya olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.
b. Pemberitaan (news)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi
bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang

efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada
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masyarakat, sehingga menjadi dapat lebih cepat menerima informasi
tentang pajak.

c. Keterlibatan komunitas (community involvement)
Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi
pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih
menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh
setempat sebelum institusi pajak di buka.

d. Pencantuman identitas (identity)
Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media
yang ditunjuk sebagai sarana promosi.

e. Pendekatan pribadi (lobbying)
Pengertian pendekatan pribadi adalah pendekatan pribadi yang dilakukan

secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kepatuhan berarti sifat patuh atau
taat. Definisi Kepatuhan wajib pajak menurut Rohmawati dan Rasmini (2012)
adalah kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menyetor kembali surat pemberitahua
(SPT), menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan
pajak.

Muliari dan Setiawan (2011) Mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai
suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini

mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum
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perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak

perpajakannya.

Kepatuhan dalam perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
Kepatuhan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenubhi
kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang
perpajakan.

2. Kepatuhan material, yaitu wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan
benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke
Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.

2.5.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Faktor-faktor Wajib Pajak yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak
adalah:

1. Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang akan dipenuhi. Salah satu sanksi
perpajakan adalah pemberian denda Wajib Pajak yang melanggar.Tahun 2015
Dirjen Pajak telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi
pajak.Harapan DJP dengan kebijakan baru ini dapat meminimalisir Wajib
Pajak untuk terkena sanksi perpajakan yang memberatkan Wajib Pajak.Sanksi
Pajak dikenakankepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi

peraturan perpajakan.
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2. Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang Adil

Keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan) yang tidak sewenang-
wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.
Perlakuan yang adil untuk setiap Wajib Pajak dari pihak perpajakan akan
memberi nilai positif untuk pelayanan pajak. Nilai positif tersebut akan
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk selalu melaksanakan kewajiban
sebagai Wajib Pajak. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan

menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak tidak berlaku adil.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh
terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh kerena berpikir adanya sanksi berat
akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyeludupan pajak.
4. Besar penghasilan

Besar penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan
yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan dan usaha, pendidikan
dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan
semakin besar pula pajak yang dibayarkan.
5. Kualitas Layanan Terhadap Wajib Pajak

Kualitas pelayaan pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan
keinginan wajib pajak serta ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi
harapan wajib pajak. Kualitas pelayaan pajak dapat diketahui dengan cara
membandingkan persepsi para wajib pajak atas pelayanan yang nyata mereka

terima atau peroleh den'gan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan
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atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan pada setiap Kantor Pelayanan
Pajak (KPP).

Pengertian kualitas Menurut Supadmi (2009:217) adalah sebagai
berikut :

“ Kualitas sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa
manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak
yang menginginkannya”.

Lewis & Booms dalam (Tjiptono & G. Chandra, 2005) mendefinisikan
Kualitas sebagai berikut :

“ Ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai
dengan ekspetasi pelanggan. Pada umumnya harapan pelanggan dibentuk oleh
pengalaman, informasi lisan dan iklan”.

Pengertian pelayanan menurut (Boediono, 2003:60) adalah sebagai
berikut :

“ Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengn cara-
cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar
terciptanya kepuasan dan keberhasilan”.

Melalui Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-45/PJ/2007
ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan :

“ Pelayanan adalah sentra dan indikator utama yang membangun citra
DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus di tingkatkan dalam
rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak

terhadap DJP”.
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Definisi kualitas pelayanan pajak yang ditulis Lewis dan Baums yang
dikutip oleh Lena Elitan dan Lina Anatan (2007:47) menjelaskan bahwa :
“Kualitas pelayanan pajak adalah pelayanan yang diberikan kepada
wajib pajak dan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain
melayani wajib pajak dengan penampilan serasi, berfikiran positif dan dengan
sikap menghargai para Wajib Pajak”.
Kualitas pelayanan pajak Menurut Kotler (2002:83) adalah
“ Serangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan
pemberian layanan yang terbaik bagi wajib pajak”.
2.5.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak
Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak antara lain:
1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi
kewajiban secara formal sesual dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Perpajakan,

2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara
subtantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.
Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.
2.5.3 Analisis Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagaimana disebutkan yang dimaksud dengan motivasi adalah suatu
hasrat yang mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang
mempengaruhi tercapainya tujuan tertentu (Munandar, 1995 :102). Kesadaran

masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh, sangat erat terkait dengan persepsi
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masyarakat tentang pajak.Persepsi sangat berpengaruh terhadap motivasi wajib
pajak dalam membayar pajak.Motivasi pada akhirnya berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Sesuai dengan
Gibson (1991:24) menyatakan bahwa perilaku patuh wajib pajak sangat-sangat
dipengaruhi oleh perilaku individu dan lingkungan sosialnya.

2.5.4 Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak

Menurut Binambuni (2013) Sosialisasi merupakan salah satu cara yang dapat
digunakan untuk mengguggah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib
pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, dan waktu pembayaran
pajak. Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan
kesadaran para wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Herryanto dan Toly (2013) Mengemukakan dimana Kurangnya pengetahuan
dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka
tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan
pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak
pada penerimaan pajak Negara, pemerintah berhasil dalam menjalankan
sosialisasi perpajakan, maka masyarakat akan lebih memahami perpajakan dan
kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Binambuni (2013), menyimpulkan
bahwa sosialisasi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan
bangunan.Hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang erat antara

sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2000:15)
metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data
dengan tujuan tertentu. Nazir (1983:63), mengemukakan tentang metode
deskriptif yang lebih lengkap, bahwa metode deskriptif adalah suatu metode
dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi,
suatu sistem pemikirian ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
Tujuannya untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

antar fenomena yang diselidiki.

3.2 Jenis Penelitian
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Menurut Sugiyono (2009:15) juga mengemukakan penelitian kualitatif
sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat post positivisme,
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah
sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis
data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna dari pada generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif
kualitatif.Menurut Pawito (2007) Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk

mendeskriptifkan fenomena yang ada secara kualitatif dengan harapan dapat
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membuka potensi interprestasi- interprestasi subyektif.
3.3 Jenis Data Dan sumber Data
3.3.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.
a. Kualitatif
Moleong (2004:3). Mengemukakan metode penelitian kualitatif
adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati.
3.3.2 Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Data Primer
Yaitu data yang bersumber dari hasil pengamatan (observasi) dan
wawancara (interview) dengan karyawan maupun kepala devisi
pelayanan, devisi ekstentifikasi, dan devisi pengolahan data dan informasi
serta beberapa wajib orang pribadi.
b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh berupa laporan-laporan dan informasi
lain dalam bentuk dokumentasi yang bersumber dari Kantor Pelayanan
Pajak Pratama yang diteliti dan literatur atau informasi lain yang

berhubungan dengan penelitian ini.



3.4 Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.1 Lokasi Penelitian
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Penelitian Ini Dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

3.4.2 Waktu Peneitian

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

Mataram Barat (KPP Pratama Mataram Barat) Kota Mataram.

Observasi awal .

No | Kegiatan Waktu

November Desember Januari

1 2 112 |3 12 4
1

2 Seminar proposal
3 Penelitian

4 Pembuatan skripsi
5 Ujian skripsi

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena

dengan data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut.Pada

penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan

teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus

menerus sampai datanya jenuh. Sesuai dengan karekteristik data yang

diperlukan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan
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adalah:

3.5.1. Obsevasi

Menurut Marshall dalam Sugiyono (2008:226) menjelaskan bahwa
“melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku
tersebut”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung
serta menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Menurut Sugiyono
(2008:227), partisipasi pasif berarti “dalam hal ini peneliti datang di tempat
kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan
tersebut”. Dengan observasi langsung, peneliti melakukan pengamatan untuk
mencari data yang nantinya menjadi salah satu sumber data yang kemudian
dapat diolah menjadi bahan analisis.Dalam penelitian ini peneliti mengamati
tentang Analisis Pengaruh Motivasi dan Sosialisasi Membayar Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Mataram Barat.

3.5.2 Penentuan Narasumber

No Nama UNIT ORGANISASI

1 FADLI ARYA PUTRA Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
2 MELVIN ROSYADI PUTRA | Seksi Penagihan

3 SINDY KUSUMA PUTRI Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
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3.5.3. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2016) Mendefinisikan interview atau wawancara
sebagai berikut: “Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui
pertanyaan dan tanggapan, menghasilkan komunikasi dan konstruksi makna
bersama tentang topik”

Dari definisi tersebut, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk
bertukar informasi dan ide-ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan
makna dalam suatu topik tertentu.

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan
mendalam (in depth interview) kepada pihak yang terlibatdan terkait langsung
guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula.
Dalam penelitian ini yang menjadi informasi kunci yang dibutuhkan diwilayah
penelitian.Banyak pegawainya yang diwawancarai tergantung seberapa layak
untuk menajawab pertanyaan penelitian.

3.5.4 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu.Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang.Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari
penggunaan metode observai dan wawancara dalam penelitian kualitatif, maka

dari itu dokumentasi sangat diperlukan dalam menunjang penelitian.
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3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh darihasil observasi dilapangan, wawancara dengan
informen dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun
kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun
orang lain.

1) Menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan perbandingan data
yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara.

2) Menganalisis data sekunder yang diperoleh meliputi jumlah wajib pajak
terdaftar dan total penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan serta
kaitannya dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram barat.

Menurut Moleong (2004) bahwa analisis data adalah proses
mengorganisasian dan mengurut kandata kedalam pola, kategori dan satuan
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat kerja seperti yang
disarankan oleh data.

Dengan demikian dalam mengelola data dan menganalisis data
penelitian ini digunakan produser penelitian kualitatif, yakni dengan
memaparkan penelitian ini apa adanya serta menarik kesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif. Prosedur pelaksanan penelitian dilakukan

dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan.
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Prosedur analisis ini berlangsung secara sirkuler selama penelitian ini
berlangsung. Penjelasan ketiga tahapan ini adalah sebagai berikut:
1. Menyajikan data

Menyajikan data adalah proses pemberian sekumpulan
informasi yang disusun dan memungkinkan untuk penarikan
kesimpulan. Jadi penyajian data ini merupakan gambaran secara
keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca
secara menyeluruh.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, memfokuskan pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau
kasar yang muncul dari catatan- catatan tertulis dilapangan. Reduksi
data merupakan suatu bentuk analisis yang menonjolkan, hal-hal yang
penting.

Menggolongkan, mengarahkan, membuang vyang tidak
dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga
dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna.Data yang telah
direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang

pengamatan.
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3. Membuat kesimpulan
Pada mulanya data terwujud dari kata-kata, tulisan dan tingkah
laku perbuatan yang telah dikemukakan dalam penelitian.Penelitian ini
diperoleh melalui hasil observasi, interview, atau wawancara dan studi
dokumenter, sebenarnya sudah dapat memberikan kesimpulan, tetapi
sifatnya masih  sederhana.Dengan bertambahnya data dapat
dikumpulkan secara sirkuler bersama reduksi data dan penyajian, maka

kesimpulan merupakan konfigurasi yang utuh.
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